
BUPATI JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURANBUPATIJOMBANG 
NOMOR 33 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 
KEPADA PEMERINTAH DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI JOMBANG, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan 
Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam 
Peraturan Bupati; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5430); 
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7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 
15/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/ A); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 
8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran 
Daerah Tahun 2018 Nomor l1/D); 



Menetapkan: 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG 
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 

PEDOMAN 
K~PADA 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Jombang. 

3. Bupati adalah Bupati Jombang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
Kabupaten. 

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pe1aksanaannya 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Jombang. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban Daerah terse but. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang berhubungan dengan pe1aksanaan 
hak dan kewajiban Desa. 

12. Penge101aan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pe1aksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa 

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 
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14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan 
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 
anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, 
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 
selaku Pengguna Anggara/Barang. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya 
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 
SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 

17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya 
disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran 
Perangkat Daerah. 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya 
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pe1aksanaan 
anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya 
disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna 
Anggaran. 

20. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah bantuan 
yang peruntukkan dan penge10laannya diarahkan/ 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam 
rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasa12 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini me1iputi penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian 
bantu an keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber 
dari APBD. 

BAB III 
BANTUAN KEUANGAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasa13 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan 
kepada Pemerintah Desa. 

(2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam rangka 
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan 
Desa. 




















